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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 53 TAHUN 1996
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN SIMEULUE

DI WILAYAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan Propins

Daerah Istimewa Aceh pada umumnya dan Kabupaten Daerah Tingkat
Il Aceh Barat pada khususnya, dipandang perlu untuk meningkatkan
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan
pembinaan kemasyarakatan guna menjamin terpenuhinya tuntutan

perkembangan dan kemajuan dimaksud dimasa mendatang;

. bahwa sehubungan dengan luasnya wilayah Kabupaten Daerah

Tingkat 11 Aceh Barat dan sangat terbatasnya sarana dan prasarana
transportasi yang tersedia maka pembangunan wilayah yang jauh dari
jangkauan pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Aceh Barat perlu
ditangani dengan cara lebih mendekatkan upaya pelayanan pemerintah
terhadap masyarakat sekitarnya melalui satuan administrasi pemerintah
yang lebih proporsional;

. bahwa dengan memperhatikan pertimbangan pada huruf a dan b, serta

dalam rangka memacu pembangunan wilayah Simeulue di Kabupaten
Daerah Tingkat Il Aceh Barat maka wilayah Simeulue dipandang
perlu ditetapkan sebagai Kabupaten Simeulue yang bersifat
administratif;

1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-...
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2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,
Tanbahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah
Propinss Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan
Propinss Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN
KABUPATEN SIMEULUE DI WILAYAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ACEH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72
ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.

2. Kabupaten...
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Kabupaten Daerah Tingkat |l Aceh Barat adalah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.

Propinss Daerah Istimewa Aceh adalah sebagaimana dimakasud
daam Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinss Aceh dan Perubahan
Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.

BAB Il
PEMBENTUKAN, BATASWILAYAH,
DAN IBUKOTA

Pasal 2

Dengan Peraturan Pemerintah ini dibentuk Kabupaten Simeulue dalam

wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Pasal 3

Wilayah Kabupaten Simeulue adalah Pulau Simeulue dan pulau-pulau

disekitarnyaterdiri dari wilayah K ecamatan-kecamatan sebagai berikut:

a. Kecamatan Simeulue Timur;

b. Kecamatan Simeulue Tengah;

c. Kecamatan Simeulue Barat;

d. Kecamatan Teupah Selatan;

e. Kecamatan Salang;

Pasal 4...
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Pasal 4

Dengan dibentuknya Kabupaten Simeulue sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, maka wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 1l Aceh Barat

dikurangi dengan wilayah Kabupaten Simeulue sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3.

D)

(2)

3)

Pasal 5

Wilayah Kabupaten Simeulue mempunyal batas-batas sebagai
berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Samudera Hindia dan perairan
wilayah Kabupaten Daerah Tingkat |1 Aceh Barat;

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Samudera Hindia dan perairan
wilayah Kabupaten Daerah Tingkat |1 Aceh Selatan;

. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia;
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam peta sebagaimana terlampir yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Penentuan batas wilayah Kabupaten Simeulue dan Kabupaten
Daerah Tingkat 1l Aceh Barat secara pasti di lapangan ditetapkan
oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6...
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Pasal 6

Ibukota Kabupaten Simeulue berada di Kota Sinabang Kecamatan

Simeulue Timur.

D)

(2)

3)

(4)

()

Pasal 7

Pusat Pemerintahan Kecamatan Simeulue Timur berkedudukan di
Desa Sinabang.

Pusat Pemerintahan Kecamatan Simeulue Tengah berkedudukan di

Desa Kampung Aie.

Pusat Pemerintahan Kecamatan Simeulue Barat berkedudukan di

Desa Malasin.

Pusat Pemerintahan Kecamatan Teupah Selatan berkedudukan di
Desa L abuan Bajau.

Pusat Pemerintahan Kecamatan Salang berkedudukan di Desa

Nasreuhue.
BAB II1
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK,
DAN FUNGS
Pasal 8

Pemerintah Kabupaten Simeulue dikepalai oleh seorang Bupati yang

berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur

Kepala Daerah Istimewa Aceh.

Pasal 9...



